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ABSTRAK

Hak Pengasuhan Anak Pasca Peceraian Perspektif Hukum Positif
dan Hukum Islam (Studi Desa Lawang Agung Kecamatan
Kedurang Bengkulu Selatan), Dicen Setiawan, NIM. 1516110008,
2021. Pembimbing I: Drs. H. Supardi, M.Ag, dan Pembimbing II:
Wahyu Abdul Jafar, M.H.I

Ada dua persoalan yang dikaji dalam Skripsi ini, yakni: 1)
bagaimana hak pengasuhan anak pasca peceraian di Desa Lawang
Agung Kecamatan Kedurang Bengkulu Selatan; 2) Bagaimana hak
pengasuhan anak pasca peceraian perspektif hukum positif dan
hukum Islam. Untuk mengungkap persoalan tersebut, peneliti
menggunakan jenis penelitian lapangan (field research) dengan
pendekatan deskriptif kualitatif. Dari hasil penelitian ini
ditemukan bahwa: 1) Hak Pengasuhan Anak Pasca Peceraian di
Desa Lawang Agung Kecamatan Kedurang Bengkulu Selatan
adalah di diasuh oleh ibu, ayah dan nenek. Dari 4 informan 3
diantaranya menerapkan pola asuh yang memberikan kebebasan
terhadap anak, tetapi masih ada pengawasan, cenderung lebih
dapat memberikan pola asuh yang baik, dengan memberikan
pendapat dalam hal baik buruknya sesuatu; 2) Hak Pengasuhan
Anak Pasca Peceraian Perspektif Hukum Positif Dan Perspektif
Hukum Islam; a). Hak pengasuhan anak pasca perceraian dalam
perspektif hukum positif yang berlaku di Desa Lawang Agung
belum sesuai dengan hukum positif; b). Adapun hak pengasuhan
anak pasca peceraian perspektif hukum Islam di desa Lawang
Agung belumlah sesuai, hal ini disebabkan pengasuhan yang
terjadi di lapangan hanya di emban oleh salah satu ayah atau ibu,
dan tidak bertanggung jawab secara bersama-sama meskipun
sudah bercerai. Islam pada prinsipnya menyerahkan tanggung
jawab mengasuh, memelihara dan mendidik anak kepada orang
tua.

Kata Kunci: Hak Pengasuhan, Perceraian, Hukum Islam
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BAB 1
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia ditakdirkan untuk hidup berpasangan, yang
kemudian hubungan pasangan pria dan wanita ini diikat dalam
suatu ikatan perkawinan. Adapun berdaasarkan Pasal 1
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
(UU No. 1 Tahun 1974) dikatakan bahwa “Perkawinan adalah
ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang
wanita  sebagai suami istri dengan tujuan membentuk
keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal
berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.! Pada intinya dapat
diartikan bahwa perkawinan merupakan suatu ikatan yang
mengesahkan hubungan seorang pria dengan seorang wanita
sebagai suami istri untuk membentuk satu rumah tangga baru
yang diharapkan mencapai kebahagiaan sampai akhir hayat.

Ditinjau dari hukum perdata, ketentuan Pasal 26
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata)
menentukan bahwa “Undang- undang memandang  soal
perkawinan hanya dalam hubungan-hubungan perdata”.
Berdasarkan ketentuan tersebut, Djaja S. Meliala berpendapat
bahwa di dalam KUH Perdata perkawinan semata- mata
merupakan perjanjian perdata, tidak ada kaitannya dengan

agama yang dianut oleh para pihak (calon mempelai).?

I Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974, tambahan
Lembaran Negara RI Nomor 3019).

2 Djaja S. Meliala, Perkembangan Hukum Perdata tentang Orang dan Hukum
Keluarga, (Bandung: Nuansa Aulia, 2006), h. 47
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Subekti menjelaskan bahwa Pasal tersebut hendak
menyatakan, bahwa suatu perkawinan yang sah hanyalah
perkawinan yang memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan
dalam KUH Perdata (Burgelijk Wetboek), dan syarat-syarat serta
peraturan agama di kesampingkan.?

1. Adanya ikatan perkawinan antara seorang pria dan
wanita sebagai suami istri menimbulkan hak dan
kewajiban dalam hubungan suami istri

2. yang harus sama-sama ditanggung. Sementara,

3. biaya sebagai saksi (Pasal 229 ayat 1).

Anak adalah harapan bangsa dimasa mendatang, hak-
hak yang harus diperoleh anak terhadap orang tuanya sejak
anak dilahirkan didunia yang berdasarkan hukum dan
peraturan perundang-undangan yang berlaku. Perlindungan
hukum terhadap anak dapat diartikan sebagai upaya
perlindungan hukum terhadap berbagai kebebasan dan hak
asasi anak (fundamental rights and freedoms of children) serta
berbagai  kepentingan  yang  berhubungan  dengan
kesejahteraan anak.*

Anak sangat dibutuhkan secara utuh dari kedua orang
tuanya, tidak ada anak yang hanya ingin mendapatkan kasih
sayang dari ayahnya atau ibunya, di samping itu nafkah dan
pendidikan pun tak luput dari peranan orang tua.> Kondisi
yang paling baik bagi anak adalah apabila anak berada dalam

asuhan kedua orang tuanya, karena asuhan dan perawatan

3 Subekti, Pokok-pokok Hukum PErdata, (Jakarta: Intermasa, 1989), h. 23

4 Adami Chazawi, Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa, (Jakarta: Raja
Grafindo Persada, 2001), h. 12

5 Marnahakila, Hak Asuh Anak Pasca Perceraian (Hadhanah), Blog
Marnahakila, (Sumber: http//:marnahakila.blogspot.co.id diunggah  pada
04/04/2015 dan diakses pada 12 Mei 2020, pukul 21.00 Wib



yang baik serta perhatian yang optimal dari keduanya akan
membangun fisik dan psikisnya serta menyiapkan anak secara
matang untuk menjalani kehidupan. Dalam UU RI Nomor 23
Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak mengartikan hak asuh
sebagai kekuasaan orang tua untuk mengasuh, mendidik,
memelihara, membina, melindungi, dan
menumbuhkembangkan anak sesuai agama yang dianutnya
dan kemampuan, bakat serta minatnya.®

Dalam rangka optimalisasi pelaksanaan kuasa asuh
terhadap anak, ketika orang tua selaku pemegang otoritas
kuasa asuh terhadap anak tidak mampu atau melalaikan
kewajibannya, = mengenai hal ini = Undang-Undang
Perlindungan Anak memberikan alternatif berupa pengalihan
kuasa asuh tersebut dari orang tua selaku pemegang otoritas
utama dari pihak keluarga. Maksud dan tujuan pencabutan ini
adalah semata-mata demi terlaksananya kuasa asuh terhadap
anak dengan baik dan tidak berarti memutuskan hubungan
antara orang tua dan anak, pencabutan kuasa asuh sifatnya
sementara.

Pada kerangka ini, dalam keluarga muslim jika terjadi
perceraian antara suami istri, sedangkan salah satunya
murtad, maka secara otomatis anak-anak harus diasuh oleh
orang tuanya yang beragama Islam. Demikian juga hak
hadanah menjadi gugur dari pihak yang terdapat indikasi yang
kuat atas adanya upaya untuk mempengaruhi anak menjadi
berubah agama. Dalam kondisi demikian, yang paling
menentukan adalah kebijaksanaan hakim untuk menetapkan

bahwa pihak yang akan melakukan hadanah terhadap anak

¢ Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak



adalah pihak dimana anak menjadi terjamin keselamatan
agamanya. Artinya, anak tidak lagi diberi hak pilih apakah ia
ikut ayahnya atau ibunya. Hak pilih baru dapat dipedomani
bilamana tidak terang-terangan dapat merugikan pihak anak.

Dari pemaparan di atas, seiring perjalanan zaman yang
seperti sekarang ini, banyak terjadi problematika hidup yang
senantiasa diikuti pula oleh hukum yang selalu menyesuaikan
dengan perkembangan zaman. Jika Salah satu orang tuanya
murtad ini merupakan salah satu contoh dari banyaknya
problematika yang ada, ketika membahas tentang anak sebagai
korban perceraian, hal ini tidak bisa terlepas dari kewajiban
orang tua memelihara/mengasuh anak (hadanah). Para fuqaha’
berbeda pendapat terhadap pemeliharaan anak, selama tidak
ada hal-halyang menghalangi untuk memelihara anak, maka
sudah dipastikan ibulah yang harus melaksanakan hadanah.

Namun bagaimana jika kenyataanya ibu yang diberi
hak untuk memelihara anak adalah berbeda agama dengan
anak karena pada dasarnya syarat pengasuh dalam Islam
adalah orang beragama Islam. Terhadap syarat asuhan, para
ulama mazhab sepakat yaitu, dalam asuhandiisyaratkan
bahwa orang yang mengasuh berakal sehat, bisa dipercaya,
suci diri, bukan pelaku maksiat, bukan penari, dan bukan
peminum khamr, serta tidak mengabaikan anak yang
diasuhnya. Tujuan dari keharusan adanya sifat-sifat tersebut
adalah untuk memelihara dan menjamin kesehatan anak dan
pertumbuhan moralnya. Syarat-syarat ini berlaku pula bagi
pengasuh laki-laki.

Ulama Mazhab berbeda pendapat tentang, apakah

beragama Islam merupakan syarat dalam asuhan. Imamiyah



dan Syafi'lyah: seorang kafir tidak boleh mengasuh anak yang
beragama Islam. Sedaangkan mazhab-mazhab Ilainnya tidak
mensyaratkannya. Hanya saja ulama mazhab Hanafi
mengatakan bahwa, kemurtadan wanita atau laki-laki yang
mengasuh, mengguurkan hak asuhan. Imamiyah berpendapat:
pengasuh harus terhindar dari penyakit-penyakit menular.
Hambali juga berpendapat pengasuh harus terbebas dari
penyakit lepra dan belang dan yang penting, dia tidak
membahayakan si anak.”

Berdasarkan observasi awal di desa Lawang Agung
terdapat 4 orang yang mengalami perceraian dimana mereka
yang becerai masih memiliki anak dan anak tidak menentu
atas hak asuhnya karena, ada yang mengikuti ibunya dan juga
ada yang mengikut neneknya. Untuk anak yang mengikut
ibunya cenderung tidak diperbolehkan betemu ayahnya.
Seperti yang di katakan oleh ibu Nada bahwa dia sudah
bercerai dengan suaminya dan memiliki 2 orang anak yang
berusia 7 tahun dan 4 tahun, ibu Nada tidak membolehkan
mantan suaminya untuk bertemu dengan kedua orang
anaknya padahal suaminya juga memiliki hak untuk
mengasuh anak.?

Berdasarkan latar belakang di atas penulis tertarik untuk
meneliti dan mengkaji secara ilmiah tentang “Hak Pengasuhan
Anak Pasca Peceraian Perspektif Hukum Positif dan Hukum
Islam (Studi Desa Lawang Agung Kecamatan Kedurang
Bengkulu Selatan)”.

7 Masdar Farid Mas'ud, Hak-hak Reproduksi Perempuan: Dialog Fikih
Pemberdayaan, (Bandung: Mizan, 1997), h. 151

8 Observasi awal penulis di desa Lawang Agung Kecamatan KEdurang
Bengkulu Selatan, pada 02 Januari 2021



B. Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang di atas maka penulis dapat
rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana hak pengasuhan anak pasca peceraian di Desa
Lawang Agung Kecamatan Kedurang Bengkulu Selatan ?

2. Bagaimana hak pengasuhan anak pasca peceraian
perspektif hukum positif dan hukum Islam?

C. Tujuan Penelitian
Tujuan penelitian ini adalah sesuai dengan rumusan
masalah yang diangkat sebagai berikut:

1. Untuk mentetahui hak pengasuhan anak pasca peceraian di
Desa Lawang Agung Kecamatan Kedurang Bengkulu
Selatan

3. Untuk mentetahui hak pengasuhan anak pasca peceraian
perspektif hukum positif dan hukum Islam

D. Kegunaan Penelitian
1. Secara Teoritis
Menjadi  eferensi dalam  pengembangan  hak
pengasuhan anak pasca peceraian perspektif hukum Islam
dan hukum Positif.

2. Secara Praktis

Bagi peneliti sebagai sumber aplikasi ilmu yang telah
didapat selama kuliah dan juga sebagai salah satu syarat
untuk peneliti mendapatkan gelar sarjana hukum Islam.

a. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan dapat digunakan
sebagai bahan rujukan yang akan penelitian selanjutnya,
sehingga akan saling melengkapi antara penelitian

sebelumnya dan penelitian selanjutnya.



b. Sebagai masukan bagi peneliti dan pembaca tentang hak
pengasuhan anak pasca peceraian perspektif hukum
Islam dan hukum Positif.

E. Penelitian Terdahulu
1. Supardi Mursalin dengan judul “Hak Hadhanah Setelah

Perceraian”.?

Anak sebagai buah perkawinan, secara bersama-sama
dipelihara orang tua tanpa pamrih dan semua kebutuhan si
anak dipenuhi dengan sukacita sesuai dengan kemampuan.
Apabila terjadi perceraian antara suami isteri, sedang
mereka masih mempunyai anak yang belum mumayyiz,
siapakah yang lebih berhak untuk memeliharanya. Pada
dasarnya setelah perceraian, Islam menjadikan isteri (ibu
anak) sebagai orang yang paling utama berhak mendapat
hak Hadhanah anak-anak yang belum mumayiz. Selain itu
terdapat syarat tambahan untuk mendapatkan hak hadhanah
yaitu kemampuan menjaga anak dalam pendidikan agama
dan akademik, keperluan tempat tinggal, keperluan makan
minum dari sumber rezeki yang baik dan halal. Apabila ibu
tidak memenuhi persyaratan maka beralih dengan yang
lain, yaitu ayah.

2. Asnaini dan Rochmatun dengan judul “Pemeriksaan

Perkaracerai Talak Dan Cerai Gugatdi Peradilan Agama”.10

Proses beracara pada peradilan di lingkungan

Peradilan Agama harus menerapkan ketentuan-ketentuan

9 Supardi Mursalim, Hak Hadhanah Setelah Perceraian: PErtimbangan Hak
Asuh bagi Ayah dan Ibu, (Jurnal Ilmiah Fakultas Syariah IAIN Bengkulu, sumber:
http:/ /ejournal.iainbengkulu,ac.id tahun 2020

10 Asnaini dan Rochmatun, Pemeriksaan Perkaracerai Talak Dan Cerai Gugatdi
Peradilan Agama, (Jurnal Ilmiah MIZAN, 2015)


http://ejournal.iainbengkulu,ac.id/

mengenai hukum acara pada peradilan dalam lingkungan
Peradilan Umum antara lain termuat dalam HIR (Herziene
Indonesisch Reglement) untuk Jawa dan Madura, R.Bg (Rechts
Reglement wvoor de Buitengewesten) untuk luar Jawa dan
Madura, Buku IV tentang pembuktian dan Daluwarsa BW
(Burgerlijk Wetboek), Rv (Reglement op de Rechtsvodering),
Undang-undang Nomor 20 tahun 1947 tentang Peradilan
Ulangan di Jawa dan Madura dan sebagainya, kecuali telah
diatur secara khusus dalam Undang-undang Nomor 7 tahun
1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang
Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 tahun
2009 tentang Peradilan Agama serta ketentuan-ketentuan
dalam Kompilasi Hukum Islam.
3. Ahmad Zaenal Fanani dengan judul “Sengketa Hak Asuh

Anak Dalam Hukum Keluarga Perspektif Keadilan Jender” .11

Salah satu persoalan krusial dalam hukum keluarga di
Indonesia yang perlu mendapat pembaharuan dewasa ini
adalah persoalan keadilan jender dalam hukum keluarga,
termasuk hak asuh anak. Hal ini dikarenakan kenyataan
historis-empiris hukum keluarga masih menempatkan status
dan peran yang tidak setara antara lakilaki dan perempuan.
Hukum keluarga yang dimaksud adalah hukum keluarga
yang sudah menjadi hukum positif atau menjadi peraturan
perundang-undangan di Indonesia.

Artikel ini akan membahas tentang bagaimana
ketentuan sengketa hak asuh anak dalam hukum keluarga

Islam di Indonesia, serta bagaimana pembaruan ketentuan

11" Ahmad Zaenal Fanani, Sengketa Hak Asuh Anak Dalam Hukum Keluarga
Perspektif Keadilan Jender, (Jurnal Ilmiah Muslim Heritage, Vol. 2, No.1, Mei -
Oktober 2017)



sengketa hak asuh anak dalam perspektif keadilan jender.
Berdasarkan kajian artikel ini, dapat disimpulkan; Pertama,
ketentuan hukum tentang sengketa hak asuh anak yang
diatur dalam pasal 105 dan 156 KHI tidak responsif jender.
Kedua, aspek moralitas, kesehatan dan kemampuan
mendidik dan memelihara anak tidak bisa dimonopoli oleh
jenis kelamin tertentu akan tetapi semua aspek tersebut
sama-sama bisa dimiliki baik oleh kaum perempuan (ibu)
maupun oleh kaum lakilaki (bapak).
4. Mohammad Hifni dengan judul “Hak Asuh Anak Pasca
Perceraian Suami IstriDalam Perspektif Hukum Islam” 12
Sistem yang berlaku di banyak masyarakat telah
menetapkan bahwa tanggung jawab untuk merawat anak
lebih cocok hanya untuk kaum wanita (ibu). Hal ini
disebabkan kesesuaian dengan banyak wanita yang
bertemperamen ‘feminim’ yang cenderung mengasuh,
sehingga memperkuat ketetapan buatan kaum laki-laki
bahwa seolah-olah pengasuhan ini memang sudah bawaan
(kodrat) wanita. Dengan lahirnya Undang-Undang RI No.23
Tahun 2002 tentang perlindungan anak maka Negara
memepunyai kewajiban dalam mengasuh anak, dan
berdasarkan hadits yang artinya “Dari Abu Hurirah ra. Dari
Nabi Saw bersabda: “Barang siapa yang meninggalkan
harta, maka bagi ahli warisnya, dan barangsiapa yang
meninggalkan hal yang memberatkan, maka kepada kami.
(HR. Bukhari), maksud kami disitu adalah tanggung jawab
Negara. Tidak selamanya hak hadhanah itu jatuh kepada

12 Muhammad Hifni, Hak Asuh Anak Pasca Perceraian Suami IstriDalam
Perspektif Hukum Islam, (Jurnal Ilmiah Bil Dalil, Jurnal Hukum Keluarga Isla,
UIN Sultan Maulana Malik Ibrahim. Tahun 2016)
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ibu, sang bapak pun berhak mempunyai hak yang sama
dengan ibu, bila syarat-syarat penentuan ibu tidak
memenuhi kriteria untuk memberikan kepentingan anak,
seperti murtad, tidak berakhlak mulia, gila, dan sebagainya.
Karena dalam hal pengasuhan anak ini yang pertama harus
diperhatikan adalah kepentingan anak dan memiliki
kemampuan dan kesanggupan untuk memberikan rasa
aman kepada anak yang menjadi korban perceraian.
Persamaan dan Perbedaan Penelitian terdahulu dengan
penelitian yang dilakukan adalah sama-sama membahas
tentang hak asuh anak dan perbedaan penelitian terdahulu
dengan penelitian yang dilakukan adalah jenis penelitian
yang berbeda, dipandang dari Hukum yang berbeda,
pembahasan yang berbeda, dan masalah yang berbeda.
F. Metode Penelitian
1. Jenis dan Pendekatan Penelitian
Jenis penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Jenis
penelitian dikategorikan penelitian lapangan (field research)
yaitu penelitian yang dilakukan di kancah atau medan
terjadinya gejala.’® Penelitian ini menggunakan metode
korelasi yaitu metode dengan menghubungkan antara
variabel yang dipilih dan dijelaskan dan bertujuan untuk
meneliti sejauh mana variabel pada suatu faktor berkaitan
dengan variabel yang lain. Dalam penelitian ini metode

deskriptif digunakan untuk mengetahui hak pengasuhan

13 Sugiyono, Metode Penelitian Kualitatif, kualitatif dan R & G, (Bandung:
Alfabeta,2014), h. 7
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anak pasca peceraian perspektif hukum Islam dan hukum
positif.14
2. Waktu dan Lokasi Penelitian
Waktu penelitian dilaksanakan pada bulan Januari
2021 sampai dengan Maret 2021. Penelitian ini akan
dilakukan di Desa Lawang Agung Kecamatan Kedurang
Bengkulu Selatan dikarenakan penulis bertempat tinggal di
lokasi penelitian ini.
3. Subjek/Informan Penelitian
Yang menjadi Informan dalam penelitian ini adalah 7
orang warga desa Lawang Agung beserta perangkat desa,
adat dan Imam.
4. Sumber dan Teknik Pengumpulan Data
a. Sumber Data
1) Data Primer
Data primer yaitu data yang diperoleh
langsung dari dari sumber utamanya. Sehingga data
primer adalah data yang diperoleh dari hasil
wawancara kepada Orang tua di desa Lawang
Agung.
2) Data Sekunder
Data sekunder yaitu data yang mendukung
atas permasalahan yang akan dibahas, yang
diperoleh dari hasil studi perpustakaan, bahan
bacaan ataupun data dari dinas terkait.’® Data
sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari jurnal,

buku, hasil wawancara kepada narasumber atas

14 Syharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek,
(Jakarta: Rineka Cipta, 2002), h. 206.
15 Sugiyono, Metode Penelitian Kualitatif, kualitatif dan R & G, ..., h. 10
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metode wawancara yang penulis laksanakan
berjumlah 7 orang desa Lawang Agung.
b. Teknik Pengumpulan Data
Untuk memperolah data yang dibutuhkan, penulis
akan mengumpulan data dengan memperoleh dua
sumber data. Teknik dilakukan dengan:
1) Observasi
Observasi adalah penelitian atau pengamatan
secara langsung kelapangan untuk mendapatkan
informasi dan mengetahui permasalahan yang di
teliti. Observasi menurut kenyataan yang terjadi di
lapangan dapat di artikan dengan kata kata yang
cermat dan tepat apa yang diamati, mencatatnya
kemudian mengelolanya dan di teliti sesuai dengan
cara ilmiah.1® Dalam hal ini peneliti mengadakan
penelitian dengan cara mengumpulkan data secara
langsung, melalui pengamatan di lapangan terhadap
aktivitas yang akan di lakukan untuk mendapatkan
data tertulis.
2) Wawancara
Wawancara adalah suatu bentuk komunikasi
secara respon antara penanya dan di tanya yang
bertujuan untuk mendapatkan informasi kepada
para informan. Dalam wawancara digunakan
pedoman yang berisikan pokok-pokok yang
diperlukan  untuk  wawancara atau  daftar

pertanyaan.

208

16 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek, ... h.
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5. Teknik Analisis Data

Analisis data dalam penelitian kualitatif, dilakukan
pada saat pengumpulan data berlangsung, dan setelah
selesai pengumpulan data dalam periode tertentu. Miles
dan Huberman, mengemukakan bahwa aktivitas dalam
analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan
berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga
datanya sudah jenuh. Aktivitas dalam analisis data, yaitu:
data reduction, data display, dan  conclusion
drawing/verification. ~ Berikut langkah-langkah analisis
ditunjukkan pada gambar di bawah ini:

a. Reduksi Data

Data yang diperoleh dari lapangan jumlahnya
cukup banyak, untuk itu maka perlu dicatat secara teiltidan
rinci. Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal
yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting,
dicari tema dan polanya. Dengan demikian data yang
direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas,
dan  mempermudah  peneliti  untuk  melakukan
pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila
diperlukan. Reduksi data dapat dibantu dengan peralatan
elektronik seperti komputer mini, dengan memberikan
kode pada aspek-aspek tertentu.” Pada penelitian ini,
peneliti memilih dan merangkum data-data dan hal

penting dari hasil wawancara dan data yang didapatkan.

7Burhan Bungin, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Jakarta: PT Raja Grafindo
Persada, 2015), h. 68
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b.Penyajian Data
Dalam penelitian kualitatif, penyajian data dapat
dilakukan dalam bentuk uraian singkat. Yang paling sering
digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian
kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif. Pada
penelitian ini, setelah dilakukan reduksi data, maka peneliti
menyajikan data yang sudah di reduksi.
c. Penyimpulan dan Verifikasi
Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat
sementara, dan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti
yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data
berikutmya. Kesimpulan dalam penelitian kualitatif adalah
merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah
ada. Temuan dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu
objek yang sebelumnya masih remang-remang atau gelap
sehingga setelah diteliti menjadi jelas, dapat berupa
hubungan kausal atau interaktif, hipotesis atau teori.
G. Sistematika Penulisan

BAB Pertama, berisi mengenai pendahuluan yang berisi
Iatar belakang, rumusan masalah,batasan masalah, tujuan dan
kegunaan penelitian, metode penelitian dan sistematika
penulisan.

BAB Kedua, berisi mengenai konsep dasar muamalah,
yang meliputi pengertian nafkah; dasar hukum nafkah;
pengertian anak; sebab-sebab yang mewajibkan nafkah; nafkah
anak menurut hukum Islam dan Hukum Positif; kewajiban
orang tua terhadap anak dalam persfektif undang-ungang

perlindungan anak; nafkah anak menurut hukum Islam.
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BAB Ketiga berisi mengenai gambaran umum desa, yang
berisi profil desa, letak geografis desa, keadaan penduduk,
keadaan ekonomi, dan informan penelitian.

BAB Keempat merupakan jawaban dari hasil penelitian
yang telah dilakukan yakni: penentuan kuantitas mahar dalam
adat perkawinan di desa Tanjung Dalam Kecamatan Tetap
Kabupaten Kaur, serta  penentuan kuantitas mahar adat
perkawinan dalam perspektif hukum Islam.

BAB Kelima berisi mengenai penutup, yang berisi

kesimpulan dan saran.



BAB II
LANDASAN TEORI
A. Konsep Nafkah
1. Pengertian Nafkah

Sebuah perkawinan menimbulkan hak dan kewajiban
antara suami dan istri. Dimana kewajiban suami terhadap
istri yang paling pokok adalah kewajiban memberi nafkah,
baik berupa makan, pakaian (kiswah), maupun tempat
tinggal bersama. Dengan terjadinya pernikahan maka suami
wajib menafkahi istrinya baik nafkah lahir maupun batin.
Kewajiban ayah yaitu sebagai pembimbing terhadap istri
dalam rumah tangganya, akan tetap mengenai hal-hal
urusan rumah tangga yang penting-penting diputuskan oleh
sumai istri bersama. Suami wajib melidungi istri dan
anaknya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup
berumah tangga sesuai dengan kemampuannya. Suami
wajib memberikan pendidikan berupa pendidikan agama
kepada isterinya dan memberi kesempatan belajar
pengetahuan yang berguna dan bermanfaat bagi agama,
nusa dan bangsa. Sesuai dengan penghasilannya suami
menanggung : a. nafkah dan tempat kediaman bagi isteri; b.
biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan
bagi isteri dan anak; c. biaya pendididkan bagi anak yang ia
dapatkan dengan istrinya.l8

Nafkah berarti “belanja”. Yang di maksudnya belanja
di sini yaitu memenuhi kebutuhan makanan, tempat tinggal,

pembantu rumah tangga, pengobatan istri, jika ia seorang

18 Yahya Abdurrahman, (Red) Mujahidin Muhayan, Fikih Wanita
Hamil/Yahya Abdurrahman al-Khathib, (Jakarta: Qisthi Press, 2005), h. 162.

16
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kaya. Memberikan belanja kepada istri adalah wajib. Yang
dimaksud dengan belanja, semua hajat dan keperluan yang
berlaku menurut keadaan dan tempat, seperti makanan,
pakaian, rumah dan sebagainya. Karena nafkah merupakan
kewajiban yang diberikan oleh suami kepada istri maupun
anak untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari setelah di
ucapkannya ijab dan qobul. Dalam Kamus Besar Bahasa
Indonesia (KBBI), nafkah adalah pendapatan suami yang
wajib di berikan kepada istrinya.

Nafkah secara etimologis adalah apa yang kamu
nafkahkan dan kamu belanjakan untuk keluargamu dan
untuk dirimu sendiri. Anfaga al-mal, artinya membelanjakan
nafkah.!® Secara terminologis, memberikan nafkah berarti:
mencukupi makanan, pakaian, dan tempat tinggal orang
yang menjadi tanggungannya.

2. Dasar Hukum Nafkah

Nafkah merupakan hak istri terhadap suami sebagai
akibat setelah adanya akad nikah yang sah. Dasar
hukumnya ialah: Firman Allah SWT Surat Ath-Thalaq ayat 6
dan 7 sebagai berikut:

P g~ -2 -
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19 Yahya Abdurrahman, (Red) Mujahidin Muhayan, Fikih Wanita
Hamil/Yahya Abdurrahman al-Khathib, ..., h. 164.
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Artinya :
“tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu
bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah
kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati)
mereka. dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah ditalaq)
itu sedang hamil, Maka berikanlah kepada mereka
nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka
menyusukan (anak-anak)mu untukmu Maka berikanlah
kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di
antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu
menemui kesulitan Maka perempuan lain boleh
menyusukan (anak itu) untuknya.” “hendaklah orang yang
mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. dan
orang yang disempitkan rezkinya hendaklah memberi
nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah
tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan
sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak
akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan.” (Q.S
At-thalaq 6-7)%0
Demikian juga diatur dalam hadits Rasulullah SAW:

£ fezc,» o.,// > o 4 //}o/// T 2 A oio,; o.’a. T _20," 3“/
U) ,4.?}“ q;.a.l \S} \5’”{\ J% \Jb}mg]‘j V'/"" \J%Md\ CJJM\.A;O\J‘J\O’
(1913 = U i Uy o
Artinya:
“Kewajiban suami terhadap istrinya ialah memberi makan

apabila makan, dan memberi pakaian apabila berpakaian.
Jangan memukul wajahnya, jangan menjelek-jelekkannya,

20 Departemen Agama RI, Al-Quran dan Terjemahnya, (Bandung: CV.
Penerbit Diponegoro. 2006), h. 446.
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serta jangan mengucilkannya dalam rumah” (Riwayat

Hakim)?2!

Maka dari ayat-ayat dan hadits di atas maka dapat
diambil kesimpulan bahwa:

1. Suami wajib memberikan kepada istri makanan,
pakaian, dan tempat tinggal.

2. Suami melaksanakan kewajiban memberikan istri
makanan, pakaian, dan tempat tinggal itu sesuai
dengan kesanggupannya. Kewajiban atas nafkah
menurut Pasal 80 Ayat (4) Kompilasi Hukum Islam
menyebutkan bahwa sesuai dengan penghasilannya
suami menanggung: a. nafkah, kiswah dan tempat
kediaman bagi istri; b. biaya rumah tangga, biaya
perawatan dan biaya pengobatan bagi istri dan anak; c.
biaya pendidikan bagi anak. Kewajiban nafkah atas
suami kepada istri juga tertuang dalam Pasal 34 Ayat
(1) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang
perkawinan yang berbunyi suami wajib melindungi
istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan
hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.

3. Sebab-sebab yang Mewajibkan Nafkah
a. Sebab Keturunan
Dengan adanya perkawinan maka lahirlah seorang
keturunan. Dan dengan demikian wajib seorang bapak
mencukupi kebutuhan keturunannya. Dalam suatu

kejadian pernah datang istri Abu Sufyan mengadukan

21 Syayyid Ahmad Al-Hasyimi, Syarah Mukhtaarul Ahaadits, (Bandung :
CV. Sinar Baru Bandung. 1993), h. 414.
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masalahnya kepada Rasulullah SAW. Berdasarkan hadits
Rasulullah SAW:
Artinya:

oz 1) Ol U of ally Jigwy 1 8 i Of i Al () Ange 38
6l JB ol 3 & LB ) ) B B
o "o $0. ¢ 1 0.

(sdl olgy ) Fyaall S5 iy

“Dari , Aisyah bahwa Hindun binti ,Uthbah pernah
bertanya: wahai Rasulullah sesungguhnya Abu Sofyan
adalah orang yang kikir. Ia tidak mau memberi nafkah
kepadaku dan anak-anakku, sehingga aku mesti
mengambil dari padanya tanpa sepengetahuannya. Maka
Rasulullah bersabda: Ambillah apa yang mencukupi
bagimu dan anakmu dengan cara yang baik?2. (H.R.
Bukhari)

Syarat wajibnya nafkah ibu bapak kepada seseorang
anak adalah apabila dalam hal ini si anak masih kecil dan
miskin, atau sudah besar tetapi tidak kuat berusaha dan
miskin pula. Begitu pula jika sebaliknya, anak wajib
memberi nafkah kepada kedua ibu bapaknya apabila
keduanya tidak kuat lagi bekerja dan tidak memiliki
harta. Sebagaimana Firman Allah SWT

o
/, Bz - = 3~ R - A -
Byme Lol § Lag-Lod
Artinya :
“dan pergaulilah keduanya di dunia dengan baik”. (Q.S
Lugman : 15)

22Bukhari, Matanu Bukhari Maskul bi Khasiyah As-Shindi, Juz 111, Beirut: Dar
Al-Figr, 2006. h.308.



21

b. Sebab Pernikahan

Suami diwajibkan memberi nafkah kepada istrinya
yang taat baik makanan, pakaian, tempat tinggal,
perkakas rumah tangga, dan lain-lain menurut keadaan
ditempat masing- masing dengan menurut kebutuhan
suami. Walaupun ulama ada yang mengatakan bahwa
nafkah istri itu ditetapkan dengan kadar yang sebaik-
baiknya tetapi ada yang mu’tamad tidak di tentukan
hanya sekedar cukup serta disesuaikan dengan keadaan
suami Suami diwajibkan memberi nafkah kepada istrinya
yang taat seperti makanan, pakaian, tempat tinggal
perkakas rumah tangga dan menurut kemampuan suami.
Banyaknya nafkah adalah sesuai dengan kebutuhan dan
disesuaikan dengan keadaan suami.?

Di dalam Al-Qur“an maupun hadits tidak ada yang
menyebutkan dengan tegas jumlah nafkah yang diberikan
kepada istri. Hanya dalam Surat Ath-Thalaq ayat 6 dan 7
memberikan gambaran umum, yaitu nafkah itu diberikan
kepada istri menurut yang patut, artinya cukup untuk
keperluan istri dan harus di sesuaikan dengan

penghasilan suami.
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Artinya :

Stempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu
bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah
kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati)
mereka. dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah ditalaq)
itu sedang hamil, Maka berikanlah kepada mereka
nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka
menyusukan (anak-anak)mu untukmu Maka berikanlah
kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara
kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu
menemui kesulitan Maka perempuan lain boleh
menyusukan (anak itu) untuknya.” hendaklah orang yang
mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. dan
orang yang disempitkan rezkinya hendaklah memberi
nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah
tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan
sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak
akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan.” (Q.S
At-thalaq 6-7)%

Pada ayat di atas tidak memberikan ketentuan kadar
nafkah, hanya kata-kata ma’ruf (yang pantas), berarti
menurut keadaan suatu tempat dan  sesuai
dengankemampuan suami serta kedudukannya dalam

masyarakat.

% Departemen Agama RI, Al-Quran dan Terjemahnya, (Bandung: CV.
Penerbit Diponegoro. 2006)
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4. Nafkah Anak Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam
a. Kewajiban Orang Tua Terhadap Anak Dalam Hukum

Positif

Suami sebagai kepala rumah tangga dan isteri
sebagai ibu rumah tangga masing-masing berhak untuk
melakukan perbuatan hukum. Disamping adanya hak
dan kewajiban yang harus di penuhi dan didapati satu
sama lain.  Apabila suami atau isteri melalaikan
kewajibannya, masing-masing pihak suami atau isteri
dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang

Perkawinan dalam pasal 30 menyebutkan bahwa suami

istri memiliki kewajiban yang besar dalam menegakkan

rumah tangga yang menjadi sendi dasar dari susunan
masyarakat. Selanjutnya dalam pasal 45 disebutkan
sebagai berikut:

1) Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik
anak-anak mereka sebaik- baiknya,

2) Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat
(1) pasal 1 berlaku sampai anak itu kawin atau berdiri
sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun
perkawinan antara keduanya putus.?

Undang-undang Perkawinan, tidak ditetapkan
besarnya nafkah yang harus diberikan, hanya dikatakan
sesuai dengan kemampuan si suami.

Selanjutnya dalam pasal 47 dinyatakan sebagai
berikut:

2 Wirjono Projodikoro, Hukum Perkawinan Di Indonesia, (Bandung: Grafika,
2002), h.34
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1) Anak yang belum mencapai umur 18 tahun atau
belum pernah melangsungkan perkawinan ada di
bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak
dicabut dari kekuasaannya,

2) Orang tua mewakili anak tersebut mengenai
perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan.2¢

Kekuasaan orang tua dapat dicabut, akan tetapi
orang tua tidak dibebaskan dari kewajiban memberi biaya
nafkah anak. Hal tersebut sebagaimana diatur dalam
pasal 49 Undang-undang Nomor 1 Tahun 74 tentang
Perkawinan, sebagai berikut:

1) Jika salah seorang atau kedua orang tua dapat dicabut
kekuasaannya terhadap seorang anak lebih untuk
waktu tertentu atas permintaan orang tua yang lain,
keluarga anak dalam garis ke atas, saudara kandung
yang telah dewasa atau pejabat yang berwenang
dengan keputusan pengadilan dalam hal-hal:

a) melalaikan kewajibannya terhadap anaknya.
b) Ia berkelakuan sangat buruk.

2) Meskipun orang tua dicabut kekuasaannya, mereka
masih tetap berkewajiban untuk memberi biaya
pemeliharaan terhadap anak tersebut.

Adapun dalam pasal 41 Undang-undang Nomor 1
Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan akibat
putusnya perkawinan karena perceraian ialah:

a) Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara

dan mendidik anak-anaknya, semata-mata

26 Tim Citra Umbara, Undang-Undang RI No. 1 Tahun 1974 tentang
Perkawinan, h.15
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berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada
perselisihan  mengenai penguasaan anak-anak,
Pengadilan memberi keputusannya.

b) Baik bapak yang bertanggung-jawab atas semua biaya
pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak
itu.

Dalam ketentuan pasal 41 huruf b berdasarkan
ketentuan  tersebut dapat dipahami  bahwasanya
tuntutan perceraian dengan tuntutan pemenuhan nafkah
anak adalah dua hal yang jauh berbeda. Maka dari itu
bisa saja tuntutan pemenuhan nafkah anak diajukan
terpisah dari tuntutan cerai. Setiap orang yang
menahan hak orang lain untuk kemanfaatannya, maka
ia bertanggung jawab membelanjainya. Hal ini sudah
merupakan kaidah umum. Demikian halnya dalam
sebuah perkawinan.

. Kewajiban Orang Tua dalam Hukum Islam

Dalam Al-Qur’an Allah swt berfirman:

-

R E-C P AT I o S I S
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Artinya
“Dan hendaklah takut (kepada Allah) orang-orang yang
sekiranya mereka meninggalkan keturunan yang lemah
di belakang mereka yang mereka khawatir (terhadap
kesejahteraannya). Oleh sebab itu hendaklah mereka
bertakwa kepada Allah dan berbicara dengan tutur kata
yang benar”. (QS. Annisa’: 9)
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Kandungan ayat tersebut memerintahkan agar kiata
memiliki rasa khawatir meninggalkan anak keturunan
yang lemah. Lemah dalam hal fisik, psikis, ekonomi,
kesehatan, intelektual, moral dan lain sebagainya. Ayat
ini mengandung pesan agar kita melindungi anak cucu
kita bahkan yang belum lahir sekalipun jauh-jauh hari,
jangan sampai nanti ia lahir dalam keadaan tidak
sehat, tidak cerdas, kurang gizi, dan terlantar tidak
terpelihara. Sebagai agama rahmat Nabi saw telah banyak
memberikan contoh-contoh praktis dalam memberikan
perlindungan terhadap anak. Di antaranya adalah:?”

1) Menyayangi anak meskipun anak Diluar Nikah
Kasih sayang merupakan sifat dasar manusia
untuk melindungi. Jika seseorang sayang pada
sesuatu pasti ia akan berusaha sekuat tenaga untuk
melindunginya. Nabi saw adalah orang yang paling
penyayang terhadap anak- anak dan memerintahkan
orang tua untuk menyayangi anak atau orang muda.
2) Berlaku adil dalam pemberian
Islam sangat tegas dan konsisten dalam
menerapkan prinsip non- diskriminasi terhadap
anak. Banyak  ayat-ayat  Al-Qur'an  yang
memerintahkan umat manusia untuk berbuat adil
terhadap anak-anak: Berlaku adillah, karena adil itu lebih
dekat kepada takwa...(Qs. Al-Maidah:8). Di dalam ayat
yang lain Allah berfirman:”.....Dan (Allah menyuruh
kamu) supaya kamu mengurus anak-anak yatim secara
adil.... (QS. An-Nisa":127).

27 Wirjono Projodikoro, Hukum Perkawinan Di Indonesia, ..., h.37
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3) Menjaga nama baik anak

Terhadap anak kecil sekalipun Nabi saw
mengajarkan pada kita untuk menghargai dan
menjaga nama baiknya. Tidak boleh mencela atau
berkata kasar pada anak. Anas bin Malik, seorang
sahabat yang ikut membantu rumah tangga Nabi saw
sejak kecil menuturkan, bahwa selama 10 tahun di
sana Nabi saw tidak pernah menghardik atau
mengeluarkan kata-kata kasar. (HR. Muslim)

Imam Ghazali sangat mencela orang tua yang
menghardik atau merendahkan anak. Menurutnya jika
anak terbiasa direndahkan dan dihardik ia akan
terbiasa sehingga ia tidak menghiraukan lagi apa yang
dikatakan orang tuanya. Ini juga akan berdampak
pada perkembangan kepribadiannya menjadi orang
bodoh dan lemah.

4) Melindungi anak dari pergaulan yang buruk

Ibnu Sina pernah mengatakan, bahwa
hendaknya seorang anak bergaul dengan anak-anak
sebayanya yang memiliki etika yang lebih baik dan
sepak terjang vyang terpuji. Hal itu Kkarena
sesungguhnya pengaruh seorang anak terhadap
anak lain yang seusia lebih mendalam, lebih berkesan
dan lebih dekat dengannya.?®

5) Melindungi anak dari kekerasan

Islam sangat mencela kekerasan terlebih pada

anak-anak. Nabi saw sendiri telah mencontohkan

bahwa beliau tidak pernah melakukan pemukulan

28 Wirjono Projodikoro, Hukum Perkawinan Di Indonesia, ..., h.37
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terhadap anak, istri, atau pembantu sekalipun.
Adapun petunjuk hadis yang membolehkan
pemukulan terhadap anak jika telah berumur sepuluh
tahun, perlu mendapatkan penjelasan. Jamal
Abdurrahman, tokoh pendidikan Islam, menyebutkan
kebolehan pemukulan jika telah memenuhi syarat
sebagai berikut:

1) Kebolehan memukul jika anak sudah menginjak
usia 10 tahun ke atas. Itu juga dalam perkara
penting seperti salat yang wajib bukan lainnya.

2) pukulan tidak boleh berlebihan sehingga
mencederai. Nabi saw membolehkan pukulan
tidak lebih dari 10 kali pukulan. Umar bin Abdul
Aziz menginstruksikan para gubernur untuk
diteruskan kepada para guru (mu’allim) agar tidak
memukul muridnya lebih dari tiga kali berturut-
turut.

3) Sarana yang digunakan adalah bahan yang tidak
membahayakan dan objek yang dipukul juga
bukan bagian fisik yang vital.

4) Pemukulan dilakukan dengan hati-hati tidak
keras, yaitu jangan sampai mengangkat
ketiak.

Meskipun  pemukulan  dibolehkan tetapi
diusahakan sebagai pilihan terakhir. Akan lebih
baik lagi jika kita tidak menghukum dengan
pemukulan sebagaimana yang Rasulullah saw

contohkan.
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B. Pengertian Anak

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yang
dimaksud dengan anak adalah keturunan atau manusia yang
masih kecil Sedangkan dalam pengertian sehari-hari yang
dimaksud dengan anak adalah yang belum mencapai usia
tertentu atau belum kawin, pengertian ini dipakai sebagai
pedoman umum.? Jika ditinjau maka pengertian anak hukum
perdata Indonesia diartikan sebagai orang belum dewasa atau di
bawah umur atau keadaan di bawah umur atau kerap juga
disebut sebagai anak yang di bawah pengawasan wali.

Anak yang belum berusia 18 tahun termasuk anak yang
masih dalam kandungan. Setiap anak wajib dan memiliki
hak untuk mendapatkan perlindungan agar tumbuh menjadi
pribadi yang kuat baik secara fisik maupun mental serta
terbebas dari tindak kekerasan, eksploitasi dan penelantaran.

Pembicaraan masalah anak dan perlindungannya tidak
pernah berhenti sepanjang sejarah kehidupan, karena anak
adalah generasi penerus bangsa dan penerus pembangunan
yaitu generasi yang dipersiapkan sebagai penerus pelaksana
pembangunan berkelanjutan dan pemegang kendali masa
depan suatu negara. Isu utama peningkatan kualitas hidup
manusia suatu negara adalah bagaimana negara tersebut
mampu melakukan perlindungan anak yaitu mampu
memahami  nilai-nilai dan  hak-hak anak mampu
mengiplementasikannya dalam norma hukum positif..

Hingga saat ini masih ada sekitar 4,1 juta anak

terlantar di Indonesia sebanyak 5900 anak menjadi korban

2 Departemen Pendidikan Nasional. Kamus Besar Bahasa Indonesia Cetakan
ke delapan Belas Edisi IV. (Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, 2014), h. 211
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jual beli manusia 3.600 anak bermasalah mendapati hukuman
1,2 juta balita terlantar dan 34.000 anak jalanan. Maraknya
penelantaran terhadap anak memerlukan perlindungan
terhadap anak sangat diperlukan agar hak-haknya tidak
dirugikan oleh siapapun, tak terkecuali oleh kedua orang
tuanya. Penelantaran terhadap anak dapat dilakukan dengan
cara membuang bayi yang masih hidup untuk ditemukan
oleh orang lain.

Terdapat beberapa perundang-undangan yang berlaku di
Indonesia saat ini yang mengatur tentang pengertian anak
berdasarkan umur. Batasan umur seseorang masih dalam
kategori anak, berdasarkan beberapa peraturan yang ada di
Indonesia cukup beragam, antara lain yaitu :

1. Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No.3 tahun 1997 tentang
Pengadilan Anak, menyatakan bahwa anak adalah orang
yang dalam perkara anak nakal telah mencapai umur 8
(delapan) tahun tetapi belum mencapai 18 (delapan belas)
tahun dan belum pernah kawin.

2. Pasal 1 angka 5 Undang-Undang No.39 tahun 1999
tentang HAM, menyatakan anak adalah setiap manusia
yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum
menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan
apabila hal tersebut adalah demi kepentinganya

3. Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No.35 tahun 2014
menyatakan, anak adalah seseorang yang belum berumur 18
(delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam

kandungan.
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Pengertian anak dapat dipahami banyak masyarakat yaitu
keturunan kedua setelah ayah dan ibu. Anak mengandung
banyak arti apalagi bila kata anak diikuti dengan kata lain
misalnya anak turunan, anak kecil, anak sungai, anak negeri,
dan lain sebagainya. Anak merupakan kehidupan masa depan
bangsa bahkan negara karena itu anak memerlukan pembinaan
agar dapat berkembang mental dan spiritualnya secara
maksimal.

Sedangkan definisi anak menurut Hukum yang berlaku di
Indonesia itu bervariasi menurut sudut pandang hukum
itu sendiri. Adapun diantaranya adalah:

a. Undang-Undang Indonesia
Dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata (BW)
pasal 330 ayat 1 menyatakan anak adalah mereka yang
belum mencapai umur genap 21 tahun dan tidak lebih
dahulu kawin. Sedangkan dalam Undang- undang Nomor

39 Tahun 1999 tentang HAM pasal 1 angka 5 menyebutkan

bahwa anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah

18 tahun dan belum menikah merupakan anak yang masih

dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi

kepentingannya.30
Sedangkan menurut Undang-undang Nomor 23

Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak pasal 1

menyebutkan bahwa anak adalah seseorang yang belum

berusia (delapan Belas) tahun yang mana termasuk anak

yang masih dalam kandungan.

30 Undang-undang Pasa 330 ayat 1 dan undang-undang nomor 39 tahun
1999 tentang Ham
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Adapun Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak
lugas mengatur mengenai kapan seorang digolongkan
sebagai anak. Adapun secara tersirat dalam pasal 6 ayat 2
menyatakan bahwa syarat perkawinan bagi seorang yang
belum berumur 21 tahun harus mendapat ijin orang tuanya,
dan pasal 7 ayat 1 menyatakan bahwa minimal usia anak
dapat kawin yaitu pria 19 tahun dan wanita 16 tahun.

Di sisi lain dalam pasal 47 ayat 1 Undang-undang
Nomor 1 Tahun 1974 bahwa anak yang belum mencapai 18
tahun atau belum pernah mernikahan ada di bawah
kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak mencabut
kekuasaan orang tuanya. Sedangkan dalam Inpres RI
Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI)
mengenai batas usia dewasa diatur dalam pasal 98 ayat 1
dinyatakan bahwa dewasa adalah 21 tahun sepanjang anak
tersebut tidak cacat fisik dan mental ataupun belum pernah
melakukan perkawinan.

. Hukum Kebiasaan (Hukum Adat dan Hukum Islam)

Menurut hukum adat(kebiasaan) tidak ada yang pasti
kapan seseorang dianggap dewasa, Menurut penelitian
Supomo tentang Hukum Perdata adat (kebiasaan) di Jawa
Barat dijelaskan bahwa ukuran kedewasaan seseorang
diukur dari segi:

1. Dapat bekerja sendiri,
2. Cakap untuk bertanggung jawab,
3. Dapat mengurus harta kekayaannya sendiri.
Demikian pula dalam hukum perdata Islam batasan

kedewasaan tidak berdasarkan hitungan usia akan tetapi
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sejak ada tanda-tanda perubahan badaniah baik bagi anak
pria, demikian pula bagi anak wanita.
C. Hak Pengasuhan
1. Pengertian Hak Pengasuhan

Hadanah atau pengasuhan anak merupakan suatu hal
yang tidak bisa dilepaskan dalam konteks pernikahan atau
hukum keluarga Islam. Hadanah dalam pengertian bahasa
mengandung arti meletakkan sesuatu dekat tulang rusuk
seperti menggendong atau meletakkan sesuatu dalam
pangkuan. Seorang ibu ketika menyusui meletakkan
anaknya di pangkuannya dan dan memberikan
perlindungan kepada anaknya dari segala sesuatu yang
mengganggu dan menyakiti.3! Sejalan dengan pengertian
tersebut, secara istilah hadanah berarti tugas menjaga dan
mengasuh atau mendidik anak sejak ia lahir sampai ia
mampu menjaga dan mengatur dirinya sendiri.

Kewajiban pengasuhan anak ada pada pundak kedua
orang tua. Keterpaduan kerjasama antara ayah dan ibu
dalam melakukan tugas pengasuhan anak sangatlah
diharapkan. Jalinan kerja sama antara ibu dan bapak hanya
dapat diwujudkan selama kedua tua masih tetap dalam
hubungan perkawinan. Dalam kondisi yang demikian,
sekalipun tugas pengasuhan anak sesuai dengan tabiatnya
akan lebih banyak dilakukan dan diperankan oleh pihak ibu.
Akan tetapi, peran seorang ayah tidak bisa diabaikan baik
dalam pemenuhan segala kebutuhan yang dapat

memperlancar tugas pengasuhan anak, maupun dalam

31 Satria Effendi, Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer, (Cet. 1I;
Jakarta: Kencana, 2004), h. 166.
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menciptakan suasana damai dalam rumah tangga tempat
anak diasuh dan dibesarkan.

Sistem pembagian kerja yang proporsional antara
bapak dan ibu dalam pengasuhan anakdapat dilakukan
sekalipun berhadapan dengan banyak kesulitan dan
hambatan dalam kondisi keluarga yang utuh atau tidak
terjadi perceraian. Akan tetapi, pengasuhan anak akan
berhadapatan dengan masalah yang lebih sulit dan lebih
problematis jika keluarga mengalami perceraian. Salah satu
masalah yang timbul akibat berceraian adalah persoalan hak
pengasuhan anak, pihak manakah yang lebih berhak
terhadap anak itu. Dalam Kompilasi Hukum Islam
(selanjutnya disingkat KHI) pasal 105 memberikan
pengasuhan anak yang belum mumayyis yang batas
umurnya ditetapkan 12 tahun kepada ibunya jika orang tua
si anak bercerai. Anak yang sudah mumayyis atau berusi di
atas 12 tahun diberi pilihan untuk menentukan pihak ayah
atau ibu yang bertanggungjawab untuk mengasuhnya.3?

Pengasuhan anak dari pasangan keluarga yang masih
utuh tidak menimbulkkan aturan yang detail, berbeda
dengan pengasuhan anak dari keluarga yang telah
mengakhiri ikatan pernikahan diatur dengan detail. Dalam
hal ini, hukum Islam mengatur dan menetapkan
pengasuhan anak berdasarkan pada beberapa hal di
antaranya adalah mengenai usia anak serta kondisi dan

karakter orang tua.

32 Abdurrahman, Kompilasi Hukum Islam, (Jakarta: Akademika Pressindo,
1992), h. 138.
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2. Pengasuhan (Hadanah) dalam Islam

Hadanah atau pengasuhan anak adalah memelihara
anak lakilaki atau perempuan yang masih kecil dan belum
dapat mandiri, menjaga kepentingan anak, melindungi dari
segala yang dapat merusak dan membahayakan dirinya,
mendidik jamani dan rohani anak serta akalnya supaya ia
dapat berkembang dan dapat mengatasi sendiri persoalan
hidup yang akan dihadapinya.

Hukum Islam mengatur dan memberlakukan
pengasuhan anak untuk mengasihi, memelihara dan
memberikan kebaikan kepada anak. Pengasuhan anak
merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh orang tua
demi kemaslahatan anak itu sendiri, sehingga meskipun
kedua orang tua mereka memiliki ikatan ataupun sudah
bercerai anak tetap dapat mendapatkan perhatian dari
keduanya. Firman Allah dalam Q.S. Al Bagarah / 2:233:

,J/}
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Artinya: “Dan Para ibu hendaklah menyusukan anak-
anaknya selama dua tahun penuh, bagi yang ingin
menyusui secara sempurna. Dan kewajiban ayah
menanggung nafkah pakaian mereka dengan cara yang

’t,“
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patut. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar
kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita karena
anaknya dan jangan pula seorang ayah (menderita) karena
anaknya Ahli waris pun berkewajiban demikian. Apabila
keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan
kerelaan keduanya dan permusyawaratan, maka tidak ada
dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin anakmu disusukan
oleh orang lain, Maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu
memberikan pembayaran menurut yang patut. bertakwalah
kamu kepada Allah dan Ketahuilah bahwa Allah Maha
melihat apa yang kamu kerjakan”.33

Undang-Undang No. 1 tahun 1974 pasal 45 juga
menjelaskan bahwa kedua orang tua berkewajiban untuk
mendidik dan memelihar anak mereka sebaikbaiknya
sampai anak tersebut menikah sekalipun ikatan perkawinan
orang tua putus. Selanjutnya pasal 41 menjelaskan bahwa
perceraian orang tua bukanlah halangan bagi anak untuk
memperoleh hak pengasuhan. Ibu atau bapak tetap tetap
berkewajiban memelihara, mendidik anak-anaknya, demi
kepentingan dan kemaslahatan anak. Pengadilan memberi
keputusan jika ada perselisihan mengenai pengasuhan.34

Kaitannya dengan hadanah, dalam literatur fighi
disebutkan dua periode bagi anak yaitu periode sebelum
mumayyis dan periode setelah mumayyis. Dalam KHI juga
menegaskan kemumayyisan anak dalam pengasuhan anak.

“Dalam hal terjadinya perceraian: (a) Pemeliharaan
anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12
tahun adalah hak ibunya; (b) Pemeliharaan anak yang
sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk

33 Kementerian Agama RI, Al Quran dan Terjemahnya (Bandung: PT.
Madinah Raihan Makmur, t.th.), h. 37.
34 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Pasal 41
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memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang
hak pemeliharaanya; (c) biaya pemeliharaan
ditanggung oleh ayahnya.”

Batas usia yang ditetapkan oleh KHI lebih tinggi dari
batasan usia yang ditetapkan oleh ulama-ulama fighi.
Batasan usia yang paling tinggi yang ditetapkan oleh ahli
fighi bagi seorang anak untuk memilih adalah 10 tahun. KHI
juga berbeda dengan apa yang ditemukan dalam dalam
pandangan para ahli fighi, karena dalam aturan KHI tidak
membedakan jenis kelamin anak dalam menentukan hak
pengasuhannya. Batasan usia anak laki-laki dan perempuan
disamakan.

Masalah pengasuhan anak menurut Abu Hanifah
adalah di bawah usia tujuh tahun atau sembilan tahun bagi
anak laki-laki harus diasuh oleh ibunya. Bagi anak
perempuan Abu Hanifah menetapkan haidnya ditandai
dengan tanggalnya gigi si anak, yaitu ketika ia berusia
sembilan atau sepuluh tahun sebagai batas anak bisa
memilih dan menentukan siapa pengasuhnya. Imam Malik
menetapkan balignya anak laki-laki dan bagi anak
perempuan diasuh ibunya sampai anak tersebut melakukan
pernikahan. Imam Syafi’i menetapkan bahwa anak diasuh
oleh ibunya sampai ia baligh dan tidak menetapkan angka
usia baligh tersebut. Imam Ahmad bin Hanbal menetapkan
usia tujuh tahun baik laki-laki maupun perempuan.

Perbedaan usia anak dalam KHI dengan beberapa
pandangan ulama-ulama fighi dikomentari oleh beberapa
kalangan di antaranya pandangan yang mengatakan bahwa

penentuan batas usia 12 tahun bukanlah batasan yang
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mutlak. Oleh karena itu dalam sengketa penyelesaian
sengketa pengasuhan anak yang usianya di bawah 12 tahun,
hakim dapat melakukan penyelidikan apakah anak tersebut
sudah mumayyis atau belum. Usia 12 tahun dianggap
sebagai mumayyis dan ia harus melukaukan pilihan.
Namun demikian usia di bawah 12 tahun bisa saja dianggap
sudah atau belum mumayyis tergantung penilaian hakim.3
Hal lain yang dibahas yang terkait dengan masalah
hadanah selain batasan usia anak adalah karakter dan sifat
pengasuh. Para ulama menetapkan sifat-sifat atau kondisi
yang berbeda antara satu dengan yang lainnya. Imam Syafi’i
menjelaskan ada beberapa syarat yang mesti dipenuhi oleh
pengasuh, yaitu berakal, merdeka, muslim penyayang,
dapat dipercaya, berada ditempat kediaman asal, dan tidak
menikah lagi dengan suami baru kecuali si suami pertama
rela. Kelompok Hanafiyah menyebutkan beberapa syarat
yang harus dimiliki si pengasuh. Syarat-syarat tersebut
adalah si pengasuh tidak melakukan riddah (seorang
muslim), tidak fasik, istri atau ibu si anak tidak menikah lagi
dengan suami baru kecuali suami berunya tersebut
mempunyai sifat penyayang dan baik dan tidak

meninggalkan tempat kediaman.

% Asep Saepuddin Jahar, dkk, Hukum Keluarga, Pidana dan Bisnis Kajian
Perundang-Undangan Indonesia, Fikih dan Hukum Internasional (Jakarta: Kencana,
2013), h. 37



BAB III
GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN

A. Profil Desa Lawang Agung
Desa Lawang Agung adalah sebuah desa yang berada di
wilayah Kecamatan Kedurang, Kabupaten Bengkulu
Selatan, Provinsi Bengkulu, Indonesia. Penduduk desa Lawang
Agung bermata pencarian petani. Seluruh penduduknya
beragama Islam. Rata-rata masyarakat di Lawang Agung
adalah suku asli Bengkulu. Bahasa yang dipakai adalah Bahasa
Melayu. Tingkat pendidikandi desa ini masih tergolong
rendah. Tetapi ada beberapa penduduk yang menuntaskan
pendidikan sampai jenjang perguruan tinggi.
B. Letak Geografis Desa Lawang Agung
Desa Lawang Agung merupakan salah satu desa dari
kecamatan Kedurang Kabupaten Bengkulu Selatan di Provinsi
Bengkulu dengan luas wilayah 30 Hektar, dengan topografi
dataran yang Perbukitan. Desa Lawang Agung terletak dalam
wilayah Kecamatan Kedurang Kabupaten Bengkulu Selatan
Provinsi Bengkulu yang berbatasan dengan:
1) Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Seginim
Kabupaten Bengkulu Selatan.
2) Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Durian Sebatang
Kecamatan Kedurang.
3) Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Kaur.
4) Sebelah Barat berbatasan dengan Karang Caya Kecamatan
Kedurang ilir
Luas wilayah Lawang Agung adalah 30 hektar dimana

70% berupa daratan dimanfaatkan sebagai lahan Perkebunan (8
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Ha) persawahan (8 Ha), perkebunan serta lahan tidur (5 Ha)
dan 30% (9 Ha) untuk perumahan masyarakat desa. Iklim
Desa Lawang Agung, sebagaimana desa-desa lain di wilayah
Indonesia mempunyai iklim kemarau dan penghujan, hal
tersebut mempunyai pengaruh langsung terhadap pola tanam
pada lahan pertanian yang ada di Lawang Agung Kecamatan

Kedurang.

Data peta ©2021

Gambar 3.1.
Peta Desa Lawang Agung

C. Jumlah Penduduk

Penduduk Desa Lawang Agung berasal dari berbagai
daerah yang berbeda, sehingga sukunya pun berbeda-beda.
Namun mayoritas penduduknya masih mayoritas suku
pasemah, sehingga rasa solidaritas, musyawarah untuk
mufakat, gotong royong, dan rasa kebersamaannya masih
sangat kental, sebagaimana yang diwariskan oleh nenek
moyang penduduk Desa Lawang Agung terdahulu. Dengan

adanya hal tersebut di atas, keamanan dan kenyamanan
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masyarakat tetap terjaga dan tidak pernah terjadinya benturan

antar kelompok masyarakat di Desa Lawang Agung ini.
Jumlah penduduk Desa Lawang Agung sebanyak 1130

Jiwa, yang terdiri laki-laki: 605 orang, dan perempuan: 525

orang dan 375 KK, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 3.1.
Jumlah Penduduk
Jiwa 1.130
KK 375

Sumber: Data Lawang Agung, 2020
Tingkat Pendidikan masyarakat Desa Lawang Agung

sebagai berikut:

Tabel 3.2
Tingkat Pendidikan

40 165 60 47 24
Sumber: Data Lawang Agung, 2020

Kondisi wilayah Desa Lawang Agung merupakan
wilayah Desa Pertanian, sebagaimana Data Sensus Pertanian
yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik Kabupaten
Bengkulu Selatan tahun 2020 berdasarkan subsector pertanian,
masyarakat Desa Lawang Agung yang mengelola subsector
pertanian berupa tanaman perkebunan sebanyak 86 rumah
tangga, tanaman pangan sebanyak 82 rumah tangga, tanaman
hortikultura sebanyak 70 rumah tangga, mengelola peternakan

sebanyak 33 rumah tangga, budidaya ikan sebanyak 10 rumah
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tangga, jasa pertanian sebanyak 5 rumah tangga, dan
kehutanan sebanyak 5 rumah tangga.

Sementara untuk tahun 2020, Berdasarkan pendataan
yang dilakukan oleh Tim Profil Desa Lawang Agung Tahun
2020, Kondisi masyarakat Desa Lawang Agung, selengkapnya

sebagai berikut :

Tabel 3.3
Pekerjaan

654 30 9 20 20 35

Sumber: Data Lawang Agung, 2020
Penggunaan tanah di Desa Lawang Agung sebagian besar

diperuntukan untuk tanah pertanian sawah dan perkebunan
kopi, karet dan sawit sedangkan sisanya tanah kering yang
merupakan bangunan dan fasilitas-fasilitas lainnya. Jumlah
kepemilikan hewan ternak oleh penduduk Desa Lawang
Agung Kecamatan Kedurang adalah sebagai berikut:

Tabel 3.4
Kepemilikan Ternak

350 90 60 15 148

Sumber: Data Lawang Agung, 2020

D. Keadaan Ekonomi
Kondisi ekonomi masyarakat Desa Lawang Agung secara
kasat mata terlihat jelas perbedaannya antara rumah tangga

yang berkategori Miskin, Sangat Miskin, Sedang dan Kaya. Hal
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ini disebabkan karena mata pencariannya di sektor-sektor
usaha yang berbeda-beda pula, sebagaian besar di sektor non
formal seperti Petani, Pedagang dan disektor formal seperti
PNS Pemda, Honorer, Guru dan Tenaga Medis.
Pembagian wilayah Desa Lawang Agung dibagi menjadi
3 (Tiga) dusun, dan masing-masing dusun tidak ada
pembagian wilayah secara khusus, jadi di setiap dusun ada
yang mempunyai wilayah pertanian dan perkebunan,
sementara pusat desa berada di dusun 3 (Tiga), setiap dusun di
pimpin oleh seorang Kepala Dusun.
Informan Penelitian
Adapun data penelitian ini menggunaka teknik proposive
sampling dengan menggunakan teknik ini maka data penelitian
ini menjadi dua kelompok yang diambil oleh peneliti adalah
sebagai berikut:
1. Tokoh Masyarakat
Pada tokoh masyarkat ini peneliti mengambil sampel
anatara lain Pemerintah Desa dan Ketua adat, alasan penelti
mengambil sampel ini bahwa pemerintah Desa Imam
Masjid dan Ketua adat mengetahui terkait dengan
masyarakat yang ada di Desa Lawang Agung Kecamatan
Bengkulu Selatan, adapun data tersebut adalah sebagai
berikut:

Tabel 3.5
Informan Penelitian Tokoh Masyarakat

Winsyahari 50 - Kades
Juni 45 - Imam
3 Abuhasan 70 - Ketua Adat

p—

N
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2. Masyarakat
Adapun sampel masyarakat ini adalah masyarakat yang
pengasuhan anak pasca peceraian di desa Lawang Agung
kecamatan kedurang bengkulu selatan adapun data

tersebut adalah sebagai berikut:

Tabel 3.6
Informan Masyarakat
No | Nama Umur Keterangan
1 Ibu Vidia 27 Narasumber
2 Ibu Desi 26 Narasumber
3 Ibu Nada 29 Narasumber
4 Ibu Wili 31 Narasumber
5 | Bapak Zaka 45 Narasumber
6 | Bapak Deni 40 Narasumber
7 | Bapak Arman 37 Narasumber
8 Nenek Ira 56 Narasumber
9 Nenek Ami 61 Narasumber




BAB IV
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hak Pengasuhan Anak Pasca Peceraian Di Desa Lawang
Agung Kecamatan Kedurang Bengkulu Selatan

Anak sebagai generasai bangsa sangat membutuhkan
pemeliharaan dan pendidikan dalam pertumbuhannya.
Apabila pemeliharaan berupa sandang, pangan dan papan
telah terpenuhi, maka hak anak akan pendidikan harus
terpenuhi. Dikatakan juga bahwa anak juga harus mendapat
pendidikan pun harus terpenuhi. Dikatakan juga bahwa anak
harus mendapat pendidikan untuk meningkatkan kemampuan
dan penilaian individualnya, termasuk juga kepekaan moral
dan tanggung jawab sosial sehingga menjadi anggota
masyarakat yang berguna.

Seorang anak belum mempunyai kemampuan untuk
melengkapi dan mengambangkan dirinya agar dapat
melaksanakan hak dan kewajiban sebagai warga negara yang
bertanggung jawab dan bermnfaat untuk sesama manusia.
Kondisi fisik, mental dan sosial seorang anak sering kali
memungkinkan dirinya di salah gunakan tanpa dapat berbuat
sesuatu apapun baik secara legal maupun ilegal, baik secara
lansung maupun secara tidak lansung oleh orang-orang di
sekelilingnya.

Setiap anak memiliki hak-hak yang harus di penuhi oleh
kedua orang tuanya. Ada beberapa macam motif yang melatar
belakangi tidak terpenuhinya hak anak dalam hadhanah pasca
perceraian yang berujung pada penelantaran anak. Salah

satunya adalah himpitan ekonomi, minimnya lapangan

45
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pekerjaan, masalah pribadi.
1. Hak Pengasuhan Pada Ibu
Adapun hasil wawancara dengan informan penelitian
dapat dilihat sebagai berikut :

Ibu Vi mengatakan ia menikah pada umur 19
Tahun dan membina rumah tangga kurang lebih
selama 1 tahun, yang kemudian diakhiri dengan
perceraian dalam rumah tangganya. Menurut dari
penuturan ibu Vi penyebab terjadinya perceraian
dalam rumah tangganya di karenakan suaminya
kurang bertanggung jawab, sering terjadi perbedaan
pendapat. kemudian dalam memenuhi kebutuhan
sehari-hari dan anak saya masih bergantung kepada
kedua orangtunya di karenakan saya yang hanya lulus
SMP kesulitan untuk mencari pekerjaan dan mantan
suami yang tidak ada kabar tidak pernah mengirim
uang untuk kebutuhan anaknya, sehingga saya lebih
berfokus untuk mengasuh anak dan kebutuhan saya,
kami tinggal sama orang tua, untuk saat ini masih jadi
beban orang tua.3¢

Diutarakan hal yang sma oleh informan berikutnya
yakni sebagai berikut :

Ibu De mengatakan dia menikah masih di
bangku SMA, di awal pernikahan dia sama suaminya
tinggal di rumah mertuanya setelah sebulan
pernikahan ibu De sama suaminya merantau ke pulau
Jawa untuk mencari uang di sana. Di Jawa cuman
suaminya yang kerja setelah 2 tahun lebih di sana
kami pulang lagi ke Rumah mertua, karena sudah
habis kontrak kerja dan susah mendapatkan kerja lagi,
setelah beberapa bulan di rumah orang tua suami
De/Mertua terlalu mencampuri rumah tangga kami,
di situlah awal mula perceraian kami, karena mertua

36 Ibu Vi, wawancara 5 Februari 2021 pukul 15.30
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selalu membicarakan ku dengan tetangga sehingga
aku sudah tidak tahan lagi, hingga akhirnya kami
sering ribut, dan terjadilah perceraian. Sekarang anak
saya ada dengan saya, nafkah yang di berikan mantan
suamiku tidak nentu, kadang anak saya nginap ke
rumah bapaknya/mantan suami, dari situlah biasanya
dia memberikan uang untuk kebutuhan anak kami.
Kalau masalah nafkah tidak nentu dia ngasih dan juga
tidak tiap bulan, saya juga tidak menuntut kok harus
tiap bulan, karna saya dan suami baru saya bisa

memberikan nafkah pada anakku. Dan
menyekolahkannya sekarang anakku sudah duduk di
bangku SD.37

Berdasarkan wawancara di atas bahwa pelaksanaan
hak asuh anak di Desa Lawang Agung Kecamatan
Kedurang bahwa hak pengasuhan anak di ambil alih oleh
ibu pada anak tersebut dengan alasan anak , masih sangat
bergantung pada ibunya.

Selanjutnya berdasarkan wawancara dengan Ibu Na :

Menurut ibu Na yang menikah pada pada umur
22 tahun, membina rumah tangga kurang dari 2 tahun
dan sudah di karuniai satu orang anak, kemudian
pernikahannya di akhiri dengan perceraian yang di
akibatkan, kurang Dbertanggung jawab suami,
himpitan ekonomi dan sering melakukan kekerasan
fisik. Dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari, dan
anak masih ikut orang tua, kesulitan dalam mendidik
anak karena saya sudah bercerai dan mantan suami
tidak pernah memberikan nafkah kepada anak,
sehingga saya harus mengasuh dan bekerja untuk
memenuhi kebutuhan walaupun masih kurang.
Sehingga saya kurang bisa membagi waktu kepada
anak, banyak waktu yang di habiskan untuk bekerja,

37Ibu De, wawancara 5 Februari 2021 pukul 16.00
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dan anak saya lebih banyak waktu dengan orang tua
saya.38

Kemudian peneliti melakukan observasi kepada
tetangga sekitar, dalam pengasuhan anak lebih sering yang
mengasuhnya yaitu orang tua dari ibu Na, jadi kedekatan
atau ikatan batin si anak lebih besar kepada orang tua dari
ibu Na, bahkan untuk pemenuhan ASI masih sering di
gantikan dengan susu formula.

Selanjutnya wawancara pada Ibu Wili
mengungkapkan sebagai berikut:

Mengurus anak sendiri dari kecil, sehari-
harinya Sekolah, pulang sekolah kadang ikut
Neneknya kadang ikut aku kerja, Yang repot waktu
TK soalnya antar jemput otomatis aku harus di rumabh,
cari kerjaan yang di rumah yang bisa disambilkan.
Jadi usahaku di rumah, kadang ikut rias nganten,
sekarang aku wusaha kecil-kecilan buat jualan
gorengan. Buat hidup sehari-hari sama anak mbak.
Dampak buruk tidak ada, tidak mengalami keburukan
mental bahkan bisa dikatakan seperti anak pada
umumnya yang mempunyai orang tua utuh, kuat
secara fisik, mandiri karena terbiasa dengan ibu,
dalam bidang pendidikan atau akademis bisa
mengikuti sesuai tingkat kemampuannya,
pergalaunnya juga biasa sama seperti anak-anak pada
umumnya, sekarang anak saya duduk di kelas 2 SD.3?

Jika berbicara tentang anak tentu saja tidak akan lepas
dari batas usia untuk di sebut seorang anak, dalam Undang-
undang No. 35 Tahun 2014 dan Konvensi Hak Anak, anak

adalah mereka yang berumur di bawah 18 tahun, termasuk

38 Jbu Na , wawancara 5 Februari 2021 pukul 16.30
%9 Ibu Wili, wawancara 6 Februari 2021 pukul 16.00 Wib
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anak dalam kandungan. Sedangkan dalam Undang-Undang
No. 1 Tahun 1974, anak adalah mereka yang belum berumur
19 tahun bagi laki-laki dan 17 tahun bagi perempuan.

Anak adalah amanah dan karunia dari Allah SWT,
dalam diri anak melekat harkat dan martabat sebagai
manudia seutuhnya. Disamping itu anak sebagai tunas,
potensi, dan generasi penerus cita-cita perjuangan bangsa.
Agar anak kelak mampu memikul tanggung jawab maka
perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk
tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental
maupun social dan berakhlak mulia. Untuk itu perlu
dilakukan wupaya perlindungan untuk mewujudkan
kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan terhadap
pemenuhan hak-haknya guna mendapatkan hak yang
seharusnya anak dapatkan.

2. Hak Anak Pada Ayah

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa

informan ayah sebagai berikut :

Bapak Ar menjelaskan bahwa : saya sudah
mengasuh anak sudah 3 tahun yang lalu setelah
bercerai dengan isterinya yang meninggalkan saya
begitu saja, yang mungkin disebabkan oleh faktor
ekonomi yang tidak tercukupinya kebutuhannya.
Karena saya mengasuh anak, jadi sedikit kesulitan
untuk membagi waktu antara bekerja dan mengasuh
anak.40

Sebagaimana ditambahkan oleh informan lainnya
yakni saudara Aj yakni sebagai berikut:

Bapak De mengatakan bahwa ia menikah pada

40 Bapak Ar, wawancara 7 Februari 2021 pukul 16.30 Wib
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umur 21 Tahun dan membina rumah tangga kurang
lebih selama 2 tahun, yang kemudian diakhiri dengan
perceraian dalam rumah tangganya. Menurut bapak
De penyebab terjadinya perceraian dalam rumah
tangganya di karenakan isterinya yang tidak menuruti
suaminya, serta melawan terhadap suaminya.*!

Saudara Zk menjelaskan bahwa dalam
membina hubungan rumah tangga harus didasari
dengan iman dan salah memahami antara pasangan,
jilka ego masih sama-sama tinggi maka akan
menimbulkan perbedaan pemahaman dan
menyebabkan ketidakharmnonisan dalam rumah
tangga, yang akhirnya akan menjadi sebuah
perceraian” .42

Berdasarkan hasil wawancara di atas, dapat penulis
simpulkan bahwa terdapat beberapa informan ayah atau
bapak yang bertanggung jawab atas hak asuh anak. Namun
beberapa mengungkapkan bahwa mereka (ayah) merasa
cukup sulit untuk membagi awaktu dalam mengurus
anaknya dan bekerja. Sehingga ada beberapa ayah yang
menitipkannya di tempat penitipan anak sementara ia
bekerja, dan adapula yang diasuh oleh neneknya..

Ini sangat bertentangan dengan Kompilasi Hukum
Islam menjelaskan bahwa apabila terjadi perceraian, maka
pemeliharaan anak yang belum mumayyis atau masih di
bawah umur 12 tahun adalah hak penuh ibunya. Namun,
kenyataanya hal tersebut bertolak belakang dengan data
awal yang diperoleh di lapangan, bahwa hak asuh anak

pasca perceraian yang diperoleh dari Pengadilan tersebut

41 Bapak De, wawancara 8 Februari 2021 pukul 14.30 Wib
42 Bapak Zk, wawancara 9 Februari 2021 pukul 17.00 Wib
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menyatakan, menetapkan bahwa hak asuh anak yang masih
di bawah umur 12 tahun atau belum mumayyiz tersebut
kepada ayahnya (suami).
3. Hak Asuh Pada Nenek

Beberapa informan juga terdapat beberapa yang tidak
hanya ibu dan ayah, melainkan hak asuh anak diembankan
oleh nenek, dengan berbagai faktor. Adapun penjelasan
wawancaranya adalah sebagai berikut :

Saya mengasuh cucu saya, ini penyebabnya
adalah ayah dan ibunya sudah bercerai 2 tahun yang
lalu, karena tidak sepaham. Dan ahk asuh anak jatuh
kepada ibunya dan ibunya masih sibuk bekerja,
sehingga anak ini jadi saya yang mengasuh.43

Dijelaskan pula oleh informan lainnya:

Cucu ini saya yang merawat dari kecil, sampai
sekarang sudah Paud, orang tuanya sudah bercerai
pada saat cucu ini berumur 2 tahun, ayah dan ibunya
tidak ingin mengasuhnya kerana sibuk amsing-masing
bekerja, jadi biarlah saya sebagai neneknya yang
merawatnya. Untuk kedepanya kalau sudah dewasa
ya terserah pada cucu ini mau mencari atau tinggal
kepada ayah atau ibunya. 4

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan di
atas, maka dapat penulis simpulkan bahwa di Desa Lawang
Agung terdapat beberapa orang informan (nenek)
mengasuh anak dari anaknya yang sudah bercerai, dan ada
pula yang meninggal dunia. Sehingga hak asuh anak (cucu)
di bebankan kepada sang nenek.

Dalam Kompilasi Hukum Islam setidaknya ada dua

43 Nenek Am, wawancara 10 Februari 2021 pukul 15.00 Wib
44 Nenek Ir, wawancara 11 Februari 2021 pukul 16.00 Wib
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Pasal yang menentukan pengasuhan anak yaitu Pasal 105
dan 156. Pasal 105 menentukan tentang pengasuhan anak
pada dua keadaan. Pertama ketika anak masih dalam
keadaan belum mumayyiz (kurang dari 12 tahun)
pengasuhan anak ditetapkan kepada ibunya. Kedua ketika
anak tersebut mumayyiz (usia 12 tahun ke atas) dapat
diberikan hak kepada anak untuk memilih diasuh oleh ayah
atau ibunya.

Adapun Pasal 156 mengatur tentang pengasuhan anak
ketika ibu kandungnya meninggal dunia dengan
memberikan urutan yang berhak mengasuh anak.
Sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006
sebagai perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun
1989 tidak memberikan perubahan yang berarti mengenai
penyelesaian permasalahan pengasuhan anak.

B. Hak Pengasuhan Anak Pasca Peceraian Perspektif Hukum
Positif Dan Perspektif Hukum Islam
1. Hak Pengasuhan Anak Pasca Peceraian Perspektif
Hukum Positif

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang
Perlindungan Anak memberikan perintah kepada semua
pihak untuk memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak
sebagai pertimbangan utama, hal tersebut sebagaimana
diuraikan di dalam Penjelasan ketentuan Pasal 2 Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak,
yang menyatakan bahwa:%

“yang dimaksud dengan kepentingan terbaik
bagi anak adalah bahwa dalam semua tindakan yang

4 Ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang
Perlindungan Anak
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menyangkut anak yang dilakukan oleh pemerintah,
masyarakat, badan legislatif, badan yudikatif, maka
kepentingan yang terbaik bagi anak harus menjadi
pertimbangan utama.”

Dengan demikian badan yudikatif (lembaga
pengadilan) wajib berperan aktif dalam mewujudkan
perlindungan hak-hak anak tersebut terutama bagi anak-
anak yang akan menjadi korban perceraian. Hal tersebut
dalam rangka melindungi hak-hak anak serta memberikan
kepastian hukum terhadap siapa yang bertangggung jawab
terhadap anak tersebut apabila orang tua anak itu bercerai,
atau orang tuanya tidak ada atau tidak diketahui
keberadaannya, atau karena sebab lain sehingga orang tua
anak tersebut tidak mampu memenuhi kewajibannya atau
tidak mampu memenuhi tanggung jawabnya, maka
Undang-Undang ini telah memberikan kepastian hukum,
bahwa kewajiban dan tanggung jawab orang tua anak
tersebut secara hukum beralih kepada keluarganya.46

Dalam kehidupan masyarakat Indonesia, hubungan
hukum antara orang tua dengan anak terlihat secara jelas
dalam “alimentatieplicht”, yaitu suatu kewajiban orang tua
terhadap anak untuk memberikan penghidupannya sampai
si anak memiliki kemampuan untuk mencari nafkah sendiri,
misalnya sudah bekerja, bahkan adakalanya anak dibiayai
oleh orang tuanya walaupun sudah berumah tangga,
misalnya untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang

lebih tinggi. Akan tetapi, hal tersebut tergantung pada

4 Rahmdi Indra Taktona, Kepastian Hukum Terhadap Hak Anak Korban
Perceraian, Muwazah, 4 (Juni 2012), h. 24
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kondisi orang tua masing-masing si anak. Sebaliknya,

adakalanya si anak sudah dibebani kewajiban untuk

mencari nafkah hidupnya sejak selesai Sekolah Dasar dan
bahkan membantu orang tuanya untuk mengurangi beban
kehidupan mereka.

Secara normatif, orang tua memiliki kewajiban
hukum sebagai perwujudan tanggung jawab terhadap
anaknya untuk membiayai kehidupan sandang, pangan,
dan pendidikan selama anak-anak tersebut masih belum
dewasa. Kewajiban normatif tersebut bersifat hukum
memaksa (dwingendrecht), artinya tidak boleh kewajiban
orang tua terhadap anaknya dilepaskan dengan membuat
perjanjian untuk hal tersebut.

Menurut Pasal 41 Undang-Undang Perkawinan
disebutkan bahwa akibat dari putusnya suatu perkawinan
karena perceraian adalah:

a) Baik ibu atau  bapak tetap  berkewajiban
memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata
berdasarkan  kepentingan  anak, bilamana ada
perselisihan mengenai penguasaan anak- anak,
Pengadilan memberi keputusannya;

b) Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya
pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu;
bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi
kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan
bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut;

c) Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami
untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau

menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri.
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Berdasarkan Pasal 41 Undang-Undang Perkawinan
di atas, maka jelas bahwa meskipun suatu perkawinan
sudah putus karena perceraian, tidaklah mengakibatkan
hubungan antara orang tua (suami dan istri yang telah
bercerai) dan anak-anak yang lahir dari perkawinan tersebut
menjadi putus. Sebab dengan tegas diatur bahwa suami
dan istri yang telah bercerai tetap mempunyai kewajiban
sebagai orang tua yaitu untuk memelihara dan mendidik
anak-anaknya, termasuk dalam hal pembiayaan yang timbul
dari pemeliharaan dan pendidikan dari anak tersebut.
Kewajiban orang tua terhadap anak akibat perceraian yang
pada pokoknya mengutamakan kepentingan anak yaitu
hak-hak anak yang menyangkut pendidikan dan biaya
hidupnya secara keseluruhan, serta tidak terlepas dari
kasih sayang kedua orang tuanya.

Mengenai kewajiban dan tanggung jawab keluarga
dan orang tua terhadap anak juga ditegaskan dalam
ketentuan Pasal 26 Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang
Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002
tentang Perlindungan Anak yang menentukan sebagai
berikut:

1) Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk:
a) Mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi

Anak;

b) Menumbuhkembangkan anak sesuai dengan
kemampuan, bakat, dan minatnya;
c) Mencegah terjadinya perkawinan pada usia Anak;

dan
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d) Memberikan pendidikan karakter dan penanaman
nilai budi pekerti pada Anak.

e) Dalam hal Orang Tua tidak ada, atau tidak
diketahui keberadaannya, atau  karena  suatu
sebab, tidak dapat

2) melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat beralih
kepada Keluarga, yang dilaksanakan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang- undangan.

Ketika bercerai antara suami istri akan ada status
baru, yaitu janda bagi (bagi istri) dan duda (bagi suami)
serta ada istilah mantan atau bekas istri dan mantan atau
bekas suami, tetapi istilah ini tidak berlaku untuk anak
dan orang tua. Tidak ada istilah mantan anak atau
mantan orang tua. Untuk itu, jika perceraian terjadi
status anak dan orang tua tidak akan berubah untuk
memelihara dan mendidik anak-anaknya, karena demi
kepentingan dan pemenuhan kebutuhan si anak
pascaperceraian, secara umum anak berhak mendapat:4”
a) Kasih sayang, meskipun orang tua sudah bercerai.

Anak harus tetap mendapatkan kasih sayang dan
anak berhak menetukan dengan siapa dia akan
tinggal.

Pendidikan.

Perhatian kesehatan.

=

a& L

Tempat tinggal yang layak

47 Ali yusuf Subekti, Figih Keluarga pedoman Berkeluarga dalam Islam (Jakarta:
Amzah, 2010), h. 282
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Keempat unsur dasar di atas harus dipenuhi oleh
orang tua terhadap anak, jika mereka bercerai. Tetapi
tidak bisa dipungkiri pula bahwa bahwa ada orang tua
yang bercerai namun salah satu pihak tidak memenuhi
hak-hak anak, sehingga hak-hak anak tersebut
terabaikan.

2. Hak Pengasuhan Anak Pasca Peceraian Perspektif
Hukum Islam
Pada dasarnya, semua ahli figh sepakat bahwa
merawat dan mendidik anak merupakan suatu kewajiban.
Mereka berbeda pendapat tentang haksiapahadhanah inl.
Ada yang berpendapat bahwa hadhanah adalah hak bersama
antara orang tua (ibu dan ayah) dengan anak. Dengan
pendapat pertama, maka dimungkinkan si ibu
menggugurkan haknya. Kalau inl terjadi maka kepentlngan
anak menjadi tidak terpenuhi. Atau dengan kata lain jika
hadhanah hanya menjadi hak ibu dan kebutuhan si ibu
melepaskan hak tersebut maka si anak dapat telantar. Karena
itulah maka, jumhur (kebanyakan ulama) berpendapat
bahwa hadhanah merupakan hak bersama antara kedua
orang tuadananak. Kalau salah satupihak orang melepas
haknya, maka si anak dapat menuntut terpenuhi hakhaknya,
sehingga orang tua tetap bertanggungjawab atas anaknya
dalam semua kebutuhan asasinya baik kebutuhan ekonomi,
pendidikan ataupun kasih sayang. Terkecuali jika ada alat
tertentu yang menghalangi terlaksananya hak hadhanah bag!
orang tua, maka orang tua dapat melimpahkan hak itu pada

orang lain baik secara temporal maupun permanen. Tetapi
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ini hanya satu bentuk pengecualian atau ekspresi, jadi bukan
satu prinsip dasar.*8

Islam pada prinsipnya menyerahkan tanggung jawab
mengasuh, memelihara dan mendidik anak kepada orang
tua. Orang tua menurut Islam juga bertanggungjawab untuk
mengawasi, meilndungi, dan memberi pelayanan yang layak
serta menoukupl kebutuhan anak. Tanggung jawab Inl
bersifat permanen dan berkelanjutan hingga si anak
mencapai batas usia hukum sebagai orang yang mampu
memenuhi kebutuhannya sendiri.

Islam mengajarkan tentang tanggung jawab orang tua
terhadap anak di samping yang bersifat material, juga
mengajarkan bahwa orang tua bertanggung jawab
membekali anak dengan pengetahuan dan kecakapan yang
berguna bag! anak setelah ia dapat berdiri sendiri di tengah
masyarakat. Islam mengajarkan bahwa orang tua bertang
gungjawab membekali anak dengan pelajaran aqidah, ibadah
maupun akhlak vyang benar. Jadi orang tua harus
mengajarkan tauhid, syukur, berbuat baik pada orang tua,
bergaul dengan orangtua secara ma'ruf, bahwa Allah
pastimembalas setiapperbutatan manusia, meiaksanakan
shalat, amar ma'ruf nahi munkar, sabar, tidak sombong atau
angkuh dan sederhana dalam tutur kata maupun berslkap.

Orang tua juga harus memberi bekal ketrampilan
kepada anak, kalau tidak dapat melakukan sendiri, maka
orang tua harus mengupayakan agar anak dapat

memperoleh pendidikan dari orang lain tentang tata lulls,

48 M. A. Tihami Dan Sohari Sahrani, Munakahat Kajian Figih Nikah Lengkap
(Jakarta: Rajawali Pers, 2010), h. 168
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maupun ketrampilan fisik lainnya. Demi terpenuhinya hak
anak darl orang tuanya dalam keluarga, maka orang tua
harus memikul bersama tanggung jawab ini dan saling
kerjasama serta bantu-membantu antara ibu dan bapak.
islam memiliki konsep pernikahan sebagai media terciptanya
keluarga yang sakinah, yang kondusif bagi terwujudnya
tanggung jawab bersama di antara bapak dan ibu dalam
mengelola dan menjalankan proses pemeliharaan dan
pendidikan anak dalam keluarga.

Secara syariat, mengasuh anak diartikan sebagai
menjaga orang yang belum mampu mandiri mengurus
mengurus urusannya sendiri,mendidik dan menjaganya dari
sesuatu yang merusak atau membahayakannya.

Menurut Al-Hamdani, definisi hadanah adalah
pemeliharaan anak lakilaki atau perempuan yang masih kecil
atau anak dungu yang tidak dapat membedakan sesuatu dan
belum dapat berdiri sendiri, menjaga kepentingan si anak,
melindunginya dari segala yang membahayakan dirinya,
mendidik jasmani dan rohani serta akalnya agar anak bisa
berkembang dan dapat mengatasi persoalan hidup yang
akan dihadapi.*

Para ahli figh mendefinisikan hadanah ialah:
Melakukan pemeliharaan anak-anak yang masih kecil laki-
laki ataupun perempuan yang sudah besar, tetapi belum
tamyiz, tanpa perintah dari padanya, menyediakan sasuatu
yang menjadikan kebaikannya, menjaga dari sesuatu yang

menyakiti dan merusaknya, mendidik jasmani, rohani, dan

4 Hamdani, Risalah Nikah Perkawinan Islam (Jakarta: Pustaka
Amani,1989), h. 26.
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akalnya agar mampu berdiri sendiri menghadapi hidup dan
memikul tanggung jawabnya.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang
Perlindungan Anak, dalam Pasal 2 memberikan definisi,
yang dimaksud dengan perlindungan anak adalah segala
kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-
haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan
berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan
martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari
kekerasan dan diskriminasi. Perlindungan anak menjadi
perhatian negara dan tertuang dalam Undang-Undang
Dasar 1945 Pasal 28 b ayat (2) yang menyatakan bahwa:

“Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup,
tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan

dari kekerasan dan diskriminasi”.

Kedudukan anak sebagai generasi muda yang akan
meneruskan cita- cita luhur bangsa, calon-calon pemimpin
bangsa di masa mendatang dan sebagai sumber harapan
bagi generasi terdahulu, perlu mendapat kesempatan seluas-
luasnya untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar, baik
secara rohani, jasmani dan sosial. Perlindungan anak
merupakan usaha dan kegiatan seluruh lapisan masyarakat
dalam berbagai kedudukan dan peranan yang menyadari
betul pentingnya anak bagi nusa dan bangsa di kemudian
hari. Jika mereka telah matang pertumbuhan fisik maupun
mental dan sosialnya, maka tiba saatnya menggantikan

generasi terdahulu.
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Perlindungan anak adalah segala wusaha yang
dilakukan untuk menciptakan kondisi agar setiap anak
dapat melaksanakan hak dan kewajibannya demi
perkembangan dan pertumbuhan anak secara wajar baik
tisik, mental dan sosial. Perlindungan anak merupakan
perwujudan adanya keadilan dalam suatu masyarakat,
dengan demikian perlindungan anak diusahakan dalam
berbagai bidang kehidupan bernegara dan bermasyarakat.
Kegiatan perlindungan anak membawa akibat hukum, baik
dalam kaitannya dengan hukum tertulis maupun hukum
tidak tertulis. Hukum merupakan jaminan bagi kegiatan
perlindungan anak. Arif Gosita mengemukakan bahwa
kepastian hukum perlu diusahakan demi kelangsungan
kegiatan perlindungan anak dan mencegah penyelewengan
yang membawa akibat negatif yang tidak diinginkan dalam
pelaksanaan perlindungan anak.

Pengaturan nafkah anak dalam Kompilasi Hukum
Islam (KHI) dapat dilihat dalam pasal 80 ayat 2, yaitu
bahwa suami wajib melindungi isterinya dan memberikan
segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai
dengan kemampuannya. Selanjutnya dalam ayat 4
disebutkan bahwa Sesuai dengan penghasilannya, suami
menanggung :

a. nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi istri,
b. biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya

pengobatan bagi istri dan anak,
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c. biaya pendidikan bagi anak. Selanjutnya dalam pasal 81
ditegaskan bahwa suami wajib menyediakan tempat
kediaman bagi isteri dan anak-anak.50

Kewajiban suami juga diatur dalam Kompilasi

Hukum Islam Pasal 40 ayat 4 point (b) dan point (c). Dalam
point (b) menyebutkan bahwa suami menanggung biaya
rumah tangga, biaya perawatan, dan biaya pengobatan bagi
isteri dan anak. Sedangkan dalam point (c) juga disebutkan
biaya pendidikan bagi anak.5! Pada pasal 156 huruf d
menyebutkan bahwa akibat putusnya perkawinan karena
perceraian ialah semua biaya hadhanah dan nafkah anak
menjadi tanggungan ayah menurut kemampuannya,
sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan
dapat mengurus diri sendiri (21 tahun).

Dalam pasal 77 Kompilasi Hukum Islam disebutkan

bahwa:

1. Suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk
menegakkan rumah tangga yang sakiinah mawaddah
dan warrahmah yang menjadi sendi dasar dari susunan
masyarakat.

2. Suami istri memikul kewajiban untuk mengasuh dan
memelihara anak- anak mereka, baik mengenai
pertumbuhan jasmani, rohani maupun kecerdasannya
dan pendidikan agamanya.

Adapun apabila ditemukan sebuah fakta apabila orang
tua dianggap tidak mampu dalam memenuhi
kewajibannya maka hal kewajiban tersebut bisa beralih.

Dalam Pasal 98 Kompilasi Hukum Islam tentang

50 Tim Redaksi Nuansa Aulia, Kompilasi Hukum Islam, h.34
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pemeliharaan anak ditegaskan bahwa Pengadilan Agama
dapat menunjuk salah seorang kerabat terdekat yang
mampu menunaikan kewajiban tersebut apabila kedua
orang tuanya tidak mampu.®> Anak  berhak  atas
penghidupan yang layak, tidak dibeda-bedakan dan tidak
diperlakukan diskriminatif. Anak pun tidak berhak untuk
dieksploitasi, baik oleh orang tuanya maupun masyarakat
atau Negara.

Keempat unsur dasar di atas harus dipenuhi oleh
orang tua terhadap anak, jika mereka bercerai. Tetapi tidak
bisa dipungkiri pula bahwa bahwa ada orang tua yang
bercerai namun salah satu pihak tidak memenuhi hak-hak
anak, sehingga hak-hak anak tersebut terabaikan.

Dalam istilah figh digunakan dua kata —namun
ditunjukkan untuk maksud yang sama yaitu kafalah atau
hadhanah. Yang dimaksud dengan hadhanah atau kafalah
dalam arti yang sederhana, ialah “ pemeliharaan atau
pengasuhan “.

Dalam arti yang lebih lengkap, adalah pemeliharaan
anak yang masih kecil setelah terjadinya putusnya
perkawinan. Hal ini dibicarakan dalam fiqih, karena secara
praktis antara suami isteri telah  terjadi perpisahan,
sedangkan anak-anak masih memerlukan bantuan dari
ayah atau ibunya. Dalam pasal 156 huruf (c) Kompilasi
Hukum Islam (KHI) disebutkan apabila pemegang hak
asuh anak (hadhanah) ternyata tidak dapat menjamin

keselamatan jasmani dan rohani anak, meskipun biaya

h.58

52 Sudarsono, Hukum Perkawinan Nasional, (Jakarta: Rineka Cipta, 1999),
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nafkah dan hadhanah telah dicukupi, maka atas
permintaan kerabat yang bersangkutan Pengadilan agama
dapat memindahkan hak asuh anak (hadhanah) kepada
kerabat lain yang mempunyai hak asuh anak (hadhanah).
Berdasarkan analisa awal penulis dan pada
umumnya, anak yang berumur di bawah sepuluh tahun,
pengasuhnya atau  perwaliannya diserahkan kepada
ibunya. Sedangkan bagi anak yang berumur di atas
sepuluh tahun terserah kepada pilihan si anak sendiri,
apakah dia akan ikut kepada ibunya ataukah memilih ikut
pada bapaknya dalam hal hak asuh bagi anak. Apabila hal
yang demikian ini terjadi maka putusan pengadilan yang
menentukan siapakah yang lebih berhak menjadi hak asuh

anak tersebut.



BAB YV
PENUTUP
A. Kesimpulan
Berdasarkan pemaparan di atas maka dapat ditarik
kesimpulan sebagai berikut:
1. Hak Pengasuhan Anak Pasca Peceraian di Desa Lawang
Agung Kecamatan Kedurang Bengkulu Selatan
Hak Pengasuhan Anak Pasca Peceraian di Desa
Lawang Agung Kecamatan Kedurang Bengkulu Selatan
adalah di diasuh oleh ibu, ayah dan nenek. Dari 4 informan
3 diantaranya menerapkan pola asuh yang memberikan
kebebasan terhadap anak, tetapi masih ada pengawasan,
cenderung lebih dapat memberikan pola asuh yang baik,
dengan memberikan pendapat dalam hal baik buruknya
sesuatu. Tanpa disadari bahwa itu merupakan kontrol orang
tua terhadap anak. Pola asuh ini tidak berdampak buruk
bagi anak, malah sebaliknya.
2. Hak Pengasuhan Anak Pasca Peceraian Perspektif Hukum
Positif Dan Perspektif Hukum Islam
a. Hak pengasuhan anak pasca perceraian dalam
perspektif hukum positif yang berlaku di Desa Lawang
Agung belum sesuai dengan hukum positif, hal ini
disebabkan hak asuh anak hanya di emban salah satu
dari kedua orang tua, misalnya hanya ibu, atau ayah
serta nenek. Padahal berdasarkan Pasal 41 Undang-
Undang Perkawinan di atas, maka jelas bahwa
meskipun suatu perkawinan sudah putus karena
perceraian, tidaklah mengakibatkan hubungan antara

orang tua (suami dan istri yang telah bercerai) dan
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anak-anak yang lahir dari perkawinan tersebut menjadi
putus. Sebab dengan tegas diatur bahwa suami dan istri
yang telah bercerai tetap mempunyai kewajiban sebagai
orang tua yaitu untuk memelihara dan mendidik anak-
anaknya, termasuk dalam hal pembiayaan yang timbul
dari pemeliharaan dan pendidikan dari anak tersebut.
Adapun hak pengasuhan anak  pasca peceraian
perspektif hukum Islam di desa Lawang Agung
belumlah sesuai, hal ini disebabkan pengasuhan yang
terjadi di lapangan hanya di emban oleh salah satu ayah
atau ibu, dan tidak bertanggung jawab secara bersama-
sama meskipun sudah bercerai. Islam pada prinsipnya
menyerahkan tanggung jawab mengasuh, memelihara
dan mendidik anak kepada orang tua. Orang tua
menurut Islam  juga  bertanggungjawab  untuk
mengawasi, meilndungi, dan memberi pelayanan yang
layak serta menoukupl kebutuhan anak. Tanggung jawab
Inl bersifat permanen dan berkelanjutan hingga si anak
mencapai batas usia hukum sebagai orang yang mampu

memenuhi kebutuhannya sendiri.

1. Pengasuhan anak harusla sesuai dengan ketentuan dalam

Hukum Islam dan dapat berlaku baik terhadap anak pasca

perceraian

2. Seorang suami harus tetap memberikan nafkah bagi hak

anak yang diasuh oleh ibunya.
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